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A. Latar Belakang Masalah

Padatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan menambah semakin
banyaknya tingkat transportasi yang ada. Transportasi merupakan sektor
pendukung dalam setiap aktivitas manusia baik kegiatan pekerjaan rutin,
bisnis, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Sebagai prasarana pendukung,
transportasi harus mendapatkan pelayanan yang baik sehingga diperoleh
sistem pergerakan yang efektif dan efisien bagi pengguna transportasi.
Peningkatan sistem transportasi memerlukan penanganan yang menyeluruh,
mengingat bahwa transportasi timbul karena adanya perpindahan manusia
dan barang. Meningkatnya perpindahan tersebut dituntut penyediaan fasilitas
penunjang laju perpindahan manusia dan barang yang memenuhi ketentuan
keselamatan bagi pejalan kaki dimana pejalan kaki merupakan salah satu

komponen lalu lintas yang sangat penting terutama di perkotaan.

Umumnya, pejalan kaki terkonsentrasi di tempat- tempat umum, seperti
terminal, pertokoan, pendidikan dan tempat- tempat umum lainnya. Pejalan

kaki diidentikan bagi mereka yang berjalan di lintasan pejalan kaki seperti



trotoar, pinggiran jalan, lintasan khusus pejalan kaki (zebra cross dan
Jembatan penyeberangan Orang/ JPO)

Salah satu sarana bagi pejalan kaki adalah JPO. Jembatan penyeberangan
merupakan salah satu fasilitas kebutuhan manusia dalam menyeberangi jalan,
karena akhir-akhir ini banyak sekali kecelakaan yang diakibatkan oleh
penyeberang jalan yang menyeberang jalan seenaknya, sehingga membuat
jalan menjadi macet dan lalu lintas menjadi tidak teratur. Polemik tentang
manfaat jembatan penyeberangan di jalan-jalan protokol Kota Bandar
Lampung mencuat akhir-akhir ini. Setidaknya muncul anggapan manfaat dari
jembatan penyeberangan itu kurang dan belum dibutuhkan oleh masyarakat.
Bahkan ada yang mencurigai, jembatan itu cuma untuk memenuhi

kepentingan pengusaha dan Pemerintah Kota saja untuk memasang iklan.

Sementara pendapat yang lain mengatakan perlunya jembatan penyeberangan
sebagai fasilitas dari Pemerintah Kota untuk kenyamanan warganya terutama
pejalan kaki. Bertambahnya volume kendaraan menyebabkan kepadatan di
jalan-jalan protokol Kota Bandar Lampung. Tentunya hal ini mengakibatkan
pejalan kaki kesulitan untuk menyeberang jalan terutama pada jam-jam sibuk
yaitu pagi hari ketika berangkat bekerja atau sekolah atau sore hari pada saat

pulang dari kerja atau sekolah.

Pergerakan pejalan kaki meliputi pergerakan-pergerakan menyusuri jalan,
memotong jalan dan persimpangan. Sebagaimana yang lazim terjadi di
berbagai kota besar, karena tuntutan perkembangan ekonomi, perdagangan

dan kemudahan jangkauan pelayanan bagi masyarakat, maka fasilitas-fasilitas



umum seperti hotel, pertokoan dan lain sebagainya biasanya mengelompok
pada suatu daerah tertentu, karena letak gedung satu dengan gedung yang lain
menyebar ke seluruh kawasan, maka suatu ketika pajalan kaki harus
menyeberangi lalu lintas kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan. Namun
sering kali keberadaan penyeberang jalan tersebut pada tingkat tertentu akan
mengakibatkan konflik yang tajam dengan arus kendaraan yang berakibat

pada tundaan lalu lintas dan tingginya tingkat kecelakaan.

Keberadaan pejalan kaki tersebut memerlukan fasilitas bagi pejalan kaki,
termasuk fasilitas penyeberangan jalan seperti Jembatan Penyeberangan
Orang (JPO), dimana JPO tersebut dipasang apabila diharuskan tidak ada
pertemuan sebidang antara arus pejalan kaki dengan arus lalu lintas. Agar
pejalan kaki mau untuk menggunakan JPO harus dijamin keamanan dan jarak
berjalan tidak terlalu bertambah jauh. Pemerintah kota Bandar Lampung telah
menyediakan JPO bagi pejalan kaki, penyediaan sarana tranportasi bagi
pejalan kaki seperti jembatan penyeberangan sudah mulai disediakan dimana-

mana.

Penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dimaksudkan untuk
mempermudah pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan aman. Namun
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan JPO tersebut
dirasakan kurang efektif dalam memecahkan permasalahan sirkulasi antara
pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan kendaraan bermotor. Hal ini
bisa dilihat pada kenyataannya bahwa jembatan penyeberangan sebagai salah

satu fasilitas penyeberangan orang, jarang dipakai dan terkadang sering



disalah fungsikan untuk duduk-duduk, tempat mangkal gelandangan serta
rawan kejahatan. Jembatan penyebrangan orang (JPO) di Bandar Lampung
yang berada di sepanjang jalan R.A Kartini kerap kali dipandang sebelah
mata oleh beberapa pihak. Padahal di jalur tersebut ada banyak kendaraan
yang melaju dengan kecepatan + 60 km/jam. Jadi pejalan kaki tidak
menghiraukan bakal tertabrak kendaraan. Disisi lain, keberadaan JPO hanya
dipandang sebagai tempat untuk menempatkan media iklan yang strategis.
Sebab kebanyakan JPO banyak terpasang media iklan, Tangga jembatan yang
memiliki lebar tak lebih dari satu meter, sementara seluruh badan jembatan
ditutupi iklan. Hal tersebut salah satu penyebab masyarakat enggan
menggunakan JPO, karena bentuk jembatan tertutup oleh papan reklame
sehingga mengundang kriminalitas seperti penodongan terhadap pengguna

JPO tersebut.

Pada salah satu situs media surat kabar yang ada di Bandar Lampung memuat
sebuah isi berita mngenai JPO berupa sebuah cerita percakapan”

“Ketika makan siang jam istirahat kantor beberapa hari lalu, kami
terlibat pembicaraan ringan dengan teman-teman terkait banyaknya
pemberitaan tentang jembatan penyeberangan orang (JPO) di
Bandarlampung. Terlontar pertanyaan: apakah teman-teman selalu
menggunakan JPO yang tersedia ketika ingin menyeberang jalan?
Jawaban yang muncul bukan selalu menggunakan, tapi pernah
menggunakan. Itu pun hanya satu atau dua kali dan tidak pernah
menggunakan lagi. Berbagai alasan enggan menggunakan JPO
dikemukakan. Mulai malas karena tinggi, jauh, tidak terawat (kotor,
berkarat, keropos, tertutup spanduk), banyak pengemis yang betah
mencari nafkah di sana, hingga cerita tentang adanya tindak kejahatan
seperti pencopetan dan hipnotis yang pernah terjadi membuat orang
takut untuk melewatinya. Terlebih lagi tidak ada sanksi bagi mereka
yang menyeberang tidak menggunakan JPO. Ngapain capek-cape knaik
tangga! Alasan yang dikemukakan teman-teman bisa jadi sama dengan
alasan yang dikemukakan kebanyakan masyarakat kita. Buktinya, tiga
JPO yang ada di Kota Bandarlampung tidak berfungsi sesuai



peruntukannya. Masyarakat yang lewat JPO per jamnya bisa dihitung
dengan jari. Bahkan, JPO yang berada di ruas JI. Raden Intan, tepatnya
di depan Ramayana, kini hampir tidak lagi digunakan. Masyarakat lebih
senang menyeberang langsung di jalan yang sibuk ketimbang
menggunakan JPO. Lebih memilih menyeberang di areal jalanan tanpa
tanda zebra cross. Mereka menantang maut dengan ber-zig-zag di
antara kendaraan yang lewat. Hanya bermodal lambaian tangan, mereka
bisa ’memaksa” kendaraan-kendaraan tersebut menghentikan atau
memperlambat laju kendaraannya. Pagar besi pembatas di median jalan
bukanlah halangan. Lihat saja di ruas Jl. Kartini. Entah siapa dan
bagaimana caranya, kini beberapa pagar copot, rusak, jebol, atau apa
pun namanya hingga bisa dilalui. Kondisi lebih parah di ruas jalan yang
tidak ada pagar pembatasnya. Masyarakat bebas menyeberang tak
beraturan. Keberadaan JPO di Kota Bandarlampung seperti lirik lagu
grub band Utopia, Antara Ada dan Tiada. Padahal, JPO diperlukan
sebagai fasilitas publik untuk keselamatan masyarakat pengguna jalan
untuk menyeberang. Belakangan muncul anggapan bahwa manfaat dari
JPO itu kurang dan belum dibutuhkan masyarakat. Bahkan yang lebih
ekstrem mengatakan bahwa JPO dibangun hanya untuk memenuhi
kepentingan pengusaha dan pemkot. Ups, lebih baik kita berbaik sangka
sajalah! Hal terpenting adalah bagaimana solusi agar masyarakat mau
menyeberang di tempatnya dan memanfaatkan fasilitas yang telah
disediakan.”
http://radarlampung.co.id/read/opini/1064-jpo-antara-ada-dan-tiada

Seperti yang tertulis pada artikel pada sebuah situs internet
www.Pelangi.or.id pada tanggal 22 Oktober, 2007 yang menyebutkan bahwa
kurangnya fasilitas pejalan kaki yang memadai di Bandar Lampung, terutama
Jembatan Penyeberangan Orang, sangat berdampak pada keselamatan jiwa
pejalan kaki. Terbukti bahwa 65% kecelakaan di jalan raya melibatkan
kematian pejalan kaki, dimana 35% nya adalah anak-anak. Seperti halnya di
Kota Jakarta dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, penyediaan
sarana tranportasi bagi pejalan kaki seperti jembatan penyeberangan sudah
mulai disediakan dimana-mana. Penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang
(JPO) dimaksudkan untuk mempermudah pejalan kaki untuk menyeberang

jalan dengan aman. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa



penggunaan JPO tersebut dirasakan kurang efektif dalam memecahkan
permasalahan sirkulasi antara pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan

kendaraan bermotor.

Seperti yang tertulis pada surat kabar Harian radar lampung tanggal 28
maret 2009 yang menuliskan bahwa banyak warga Kota Bandar Lampung
yang enggan memanfaatkan jembatan penyeberangan. Para pejalan kaki lebih
suka melompat pagar pembatas dari pada lewat jembatan penyeberangan.
Padahal, kegemaran lompat pagar itu sangat membahayakan pejalan kaki dan
pengendara yang lewat di jalan-jalan tersebut. Lebih memprihatinkan lagi,

pagar pembatas jalan di lokasi-lokasi itu sering dirusak pejalan kaki.

Kemudian, mengenai kewajiban pejalan kaki telah diatur didalam undang-
undang, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan
bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi dan menyeberang pada jembatan
atau jalan yang telah di tentukan (Undang-Undang no 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/ LLAJ Pasal 132 Ayat 1) dan pada
pasal 131 ayat 1: pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung
yang berupa trotoar tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Lalu pada ayat
2: pejalan kaki berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan
ditempat penyeberangan. Sedangkan ayat 3: dalam hal belum tersedianya
fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak
menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan
dirinya. Pengaturan yang sedemikian rupa mencerminkan tujuan akhir dari

manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana diatur UU LLAJ.



Sebagaimana kita ketahui manajemen itu bertujuan untuk mengoptimalkan
penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan. Ironisnya lagi yang sering menjadi suatu pemandangan umum, dimana
polisi membantu menyeberangkan sekian banyak pelajar dan masyarakat

walaupun didekatnya ada jembatan penyeberangan.

Hal ini apakah tanda bahwa aparat kepolisian juga tidak mensosialisasikan
penggunaan jembatan penyeberangan. Seyogyanya, aparat kepolisian dengan
sabar dan konsisten memaksa masyarakat menyeberang pada tempatnya,
kalau perlu dengan hukuman denda tertentu, yang dilaksanakan secara
konsisten, adil, tanpa diskriminasi. Keengganan penyeberang jalan yang tidak
menggunakan JPO tersebut yang mendasari penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis efektifitas penggunaaan JPO.

Selain itu tingkat penggunaan JPO di Kota Bandar Lampung yang masih
rendah tersebut menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah satu-satunya
indikator yang berpengaruh dalam penggunaan jembatan penyeberangan
dalam pemilihan fasilitas. Masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi
penyeberang jalan dalam menggunakan jembatan penyeberangan, sehingga
diperlukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pejalan kaki
untuk menggunakan JPO. Sehingga dengan adanya analisis efektifitas
penggunaan JPO dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyeberang jalan
dalam menggunakannya, diharapkan faktor-faktor tersebut dapat dijadikan

masukan dalam penyediaan JPO yang lebih diminati dan difungsikan. Untuk



itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Efektivitas Penggunaan jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dengan studi

kasus JPO di kota Bandar Lampung”.

Dari hasil pengamatan atau pra riset, peneliti melihat bahwa pemanfaatan
masyarakat terhadap JPO di kota Bandar Lampung belumlah maksimal.
Masyarakat lebih memilih untuk menyeberang langsung di antara kendaraan-
kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Masyarakat bahkan nekat
menembus pagar pembatas yang telah sedikit dijebol dengan alasan lebih

cepat sampai dan tidak akan lelah dari pada harus mendaki anak tangga JPO.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah
sebagai  berikut: Penggunaan dan strategisitas fasilitas jembatan
penyeberangan orang. Demi terlaksana dan lancarnya penelitian ini, maka
dalam pelaksanaan penelitian ini perlu didukung oleh beberapa pertanyaan-
pertanyaan berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dapat dirumuskan
sbuah masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kegunaan Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang bagi

pejalan kaki?
2. Bagaimanakah  Strategisitas = keberadaan  Fasilitas  Jembatan

Penyeberangan Orang?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Efektifitas
Penggunaan Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang bagi pejalan kaki, yang
meliputi tujuan :

1. Untuk mengkaji penggunaan Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang

2. Untuk mengkaji strategisitas Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan aplikasi dari berbagai pengetahuan dan teori yang didapat di
bangku kuliah terutama sosiologi pembangunan dan memperluas
pengetahuan penulis tentang pembangunan.

2. Agar menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi pemerintah untuk
diadakannya sanksi tegas atau perda bagi yang tidak menggunakan
fasilitas jembatan penyeberangan orang.

3. Sebagai bantuan informasi dan referensi lebih lanjut bagi penelitian

sejenis.



